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BAB V 

PENUTUP 

KESIMPULAN 

Bedasarkan hasil pembahasan di bab sebelumnya mengenai perhitungan 

dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 pada CV.Setia Abadi , maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut  : 

1. Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 CV. Setia 

Abadi belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku 

yaitu Undang-Undang N0.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan 

yangdalam perhitungannnya masih ada kekeliruan yang dilakukan oleh 

bendahara sehingga terjadi  selisih. Hal ini dasarkan dari hasil rekapitulasi 

perhitungan yang dilakukan oleh bendahara dengan hasil analisis yang 

dilakukan oleh peneliti bahwa total pajak yang bayar oleh bendahara 

memiliki kekurangan dikarenakan perusahaan hanya dikalikan 1 (satu) kali 

perkalian sebesar 5% sehingga mengakibatkan perusahaan menjadi kurang 

bayar. 

2. CV. Setia Abadi kurang memahami Undang-Undang perpajakan khususnya 

PPh Pasal 21 serta harus selalumengetahui perkembangan ketentuan 

perpajakan yang berlaku, mengingat peraturan perundang-

undanganperpajakan di Indonesia sering mengalami  perubahan sesuai 

dengan situasi dan kondisi mengikuti perkembangan ekonomi dan sosial 

sehingga tidak terjadi lagi kesalahan perhitungan dan pemotongan pajak. 

3. Perusahaan melakukan perhitungan PPh Pasal 21 oleh bendahara 

(administrasi) perusahaan setiap bulannya. 



 

4. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di CV. Setia Abadi dilakukan 

setiap bulan yang nantinya akan dibayarkan serempak berdasarkan 

kebijakan perusahaan. 

 

SARAN 

1. CV. Setia Abadi sebaiknya melaksanakan perhitungan sesuai dengan 

ketentuan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun2008, 

agar pelaksanaan pembayaran ke kantor pajak sesuai dengan 

perhitungannya. 

2. CV. Setia Abadi harus mengetahui informasi-informasi mengenai Undang-

Undang maupun peraturan perpajakan yang terbaru, sehingga tidak terjadi 

kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak terutang.  

3. CV. Setia Abadi juga harus memperkerjakan karyawan sesuai keahlian 

terutama di bidang perpajakan supaya tidak lagi ada kesalahan yang 

dilakukan Bagian Akuntansi Keuangan perusahaan 

4. Hendaknya kekurangan tersebut dijadikan bahan introspeksi bagi 

perusahaan CV. Setia Abadi agar mengerti dan mengikuti perkembangan 

peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan 

kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan menambah 

pengetahuan perpajakannya. Dengan begitu, sistem perpajakan perusahaan 

akan semakin membaik dan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan PPh 

Pasal 21 dapat dihindari. 

5. Perusahaan perlu melakukan perencanaan dan pengecekan  pajak terutama 

Pajak Penghasilan (PPh) 21  



 

6. Sebelum dilakukan pemeriksaan fiskus sebaiknya perusahaan sudah 

melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).
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